BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Aksi Penambangan Timah llegal di Desa Perawas Kecamatan

Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Pertambangan timah di Daerah Bangka Belitung ditemukan pada
tahun 1970-an. Sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung sangat
panjang mulai dari PN Timah yang bekerja sama dengan Negara lain
dalam penambangan timah, tahun 1980 PN Timah bangkrut akibat dari
terjadinya defisit keuangan karena dalam perkembangan pertambangan
timah di Indonesia termasuk Pulau Belitung dipengaruhi oleh situasi harga
pasaran dunia, PN Timah diganti menjadi PT Timah karena masuknya
investasi dari luar, kemudian dengan mundurnya industri timah di Bangka
Belitung membuat rakyat mengelola sendiri penambangan timah secara
tradisional. Karena faktor ekonomi akhirnya masyarakat banyak beralih
melakukan penambangan timah sendiri dengan alat-alat sederhana dan
tidak memiliki izin penambangan timah dari Pemerintah.

Aksi pertambangan liar ini makin merambat ke Daerah Belitung
Barat dan Belitung Timur, seperti di Desa Perawas terdapat 5 titik
penambangan timah illegal yang dilakukan masyarakat setempat tanpa
mengantongi izin Pemerintah setempat penambangan liar ini semakin
merajalela. Penambangan ini berjalan hanya dengan perizinan dari Desa

setempat untuk melakukan kegiatan menambang timah yang berlokasi di
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hutan yang tidak dipakai oleh penduduk Desa tersebut. Dengan hanya
membayar sewa lokasi kurang lebih Rp 750.000 sebulan penambang
dengan bebas melakukan kegiatan menambang seperti membuat lubang
yang berdiameter sangat besar dan ditinggalkan tidak dilakukan
penimbunan setelah mengeruk timah.

Hal ini yang membuat resah masyarakat Belitung karena telah
banyak membuat lubang-lubang besar yang menganga dan menjadi sebuah
danau akibat dari penambang timah yang melakukan penambangan tanpa

melakukan penimbunan kembali.

. Sanksi Penambangan Timah llegal Menurut Ketentuan-Ketentuan
Pidana UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Ketentuan-ketentuan pidana UU Rl No 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang melakukan
usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1),
pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 159 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yakni
pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan

laporan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 43 ayat (1), pasal
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70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, pasal 111

ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu

dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda

paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

. Pasal 160 UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yang berisi:

a. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau
IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

b. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetap melakukan
kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

. Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yakni setiap

orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang
bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67
ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau
Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh

miliar rupiah).
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5. Pasal 162 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang
merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari
pemegang IUP atau IUPK vyang telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Pasal 163 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yang berisi :

a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab
dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan
pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan
maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan
hukum dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha,
dan/atau Pencabutan status badan hukum.

7. Pasal 164 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni selain ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 159, pasal 160, pasal 161 dan
pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan
berupa :

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak

pidana
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b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
dan/atau
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

8. Pasal 165 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang
mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-
Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi
pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Kesadaran Hukum Penambang Timah llegal Terhadap UU RI No 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang
memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan
institusi dan pengendalian masyarakat. Masyarakat sering dijumpai
berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya
demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman
kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan
pentingnya hukum adalah :
1. Adanya ketidakpastian hukum;

2. Peraturan-peraturan bersifat statis
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3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan
peraturan yang berlaku.

Terdapat lima lokasi pertambangan timah di Desa Perawas dan
sebagian besar lainnya terdapat di Daerah Belitung Timur. Proses
pertambangan dilakukan oleh pekerja yang berasal dari desa tersebut.
Pekerja yang rata-rata tidak memiliki pendidikan yang tinggi itu pun rela
melakukan pekerjaan yang penuh resiko. Pekerja tersebut direkrut oleh
seseorang yang memiliki lokasi pertambangan timah untuk bekerja
menjadi penambang timah tanpa persyaratan yang berat. Karena pekerjaan
penambang timah hanya mengandalkan tenaga dan keahlian menambang
timah tanpa melibatkan status pendidikan yang dimiliki oleh orang itu
sendiri.

Harga timah yang semakin melonjak membuat para penambang
timah illegal semakin semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ditunjang
dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal membuat penambang
timah menghiraukan perizinan penambangan dan resiko yang dihadapi.

Kesadaran hukum para penambang sangat rendah akan perizinan
yang harus dilakukan untuk melegalkan usaha penambangan timah.
Didukung pula dengan status pendidikan yang dimiliki sangat rendah
sehingga membuat para penambang tidak mengetahui akan prosedur
perizinan pertambangan yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4

Tahun 2009.
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Aparat setempat baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP telah
berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi penambangan timah
ilegal diberbagai Daerah-daerah seputaran Tanjungpandan, Sijuk, maupun
Belitung Timur. Tetapi tidak membuat para penambang jera dalam
melakukan aksinya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran

akan hukum yang berlaku di Indonesia.



103

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Algra, dkk. 1975. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: PT Dinastindo
Adiperkasa In’t

Burhan Bungin. 2001 . Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Raja
Grafindo

Erwin, Erwiza. 2009. Menguak Sejarah Timah di Bangka Belitung (Dari
Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap). Yogyakarta : Ombak

Hadi, Alwah. 2013. Kawasan Pertambangan Timah Pulau Belitung Sebagai
Open-Air Museum. Depok : Universitas Indonesia

Loudon, John F. Tanpa Tahun. De Eerste Jaren Der Billiton Onderneming
(tahun-tahun pertama pencangkulan biji timah dipulau Belitung).
Belitung: Tanpa Penerbit. Diterjemahkan oleh H. Abu Hassan

Lexy J, Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya

.2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya

. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya

Salim, H.S.2010. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta : Rineka

Sujitno, Sutedjo. 2007. Sejarah Pertambangan Timah di Indonesia (Abad ke
18- Abad ke 20) Sekitar Sejarah Perkembangan Teknologi dan
Pengelolaan Penambangan Timah di Indonesia. Jakarta : Tambang
Timah

Tambang Timah (Persero). 1989. Rencana Korporat 1989-1993, Jakarta :
Tambang Timah (Persero)



104

Umbara Citra. 2012. Undang-Undang Pertambangan Indonesia. Jakarta:
Grasindo

Usman Husaini, Purnomo. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi
Aksara

Van Appeldroon. 1954. Pengantar IImu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita
Zainal Asikin. 2010. Pengantar llmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers

Zulkarnaen. 2005. Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Fokus
Media

. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960. Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA)

Undang-Undang R1 No 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan

. Internet

http://www.belitungkab.go.id .(di akses tanggal 09 Desember 2014)

http://www.pertambangantimah.co.id (di akses tanggal 09 Desember 2014)

(http://.blogspot.com/2013/08/contoh-prpoposal-penelitian-pertambangan-
timah-ilegal .html) diakses tanggal 12 Desember 2014

(http://www.pengantar-hukum.co.id) di unduh tanggal 09 Agustus 2015)



http://www.belitungkab.go.id/
http://www.pertambangantimah.co.id/
http://.blogspot.com/2013/08/contoh-prpoposal-penelitian-pertambangan-timah-ilegal%20.html
http://.blogspot.com/2013/08/contoh-prpoposal-penelitian-pertambangan-timah-ilegal%20.html
http://www.pengantar-hukum.co.id/

105

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JI. PGRI | Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808
website : http://www.upy.ac.id

Nomor : A. 2850 /FKIP UPY/XI11/2015 Yogyakarta, 05 Desember 2015
Hal : Surat ljin Penelitian
Kepada Yth. :

Kepala Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan
Kabupaten Belitung

di Bangka Belitung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta,
dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

Nama : REZKA RIESTIA

Nomor Mahasiswa : 111 443 00025

Semester/Program Studi : VIl / PPKn

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan

Alamat Mahasiswa tdl; Magelang Bangunrejo

Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM PENAMBANG TIMAH ILEGAL

TERHADAP UU NO 4 TAHUN 2009 DI DESA
PERAWAS KECAMATAN TANJUNGPANDAN
KABUPATEN  BELITUNG PROVINSI  BANGKA

BELITUNG
Waktu Penelitian : bulan Agustus - September 2015
Tempat Penelitian : Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan,

Kabupaten Belitung
Atas perhatian dan terkabulnya pewl@n ini kami ucapkan terima kasih.
x
S

Tembusan kepada Yth. :
Mahasiswa yang bersangkutan

O:\DATA (H)\Administrasi\surat\Surat_riset.doc



106

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KECAMATAN TANJUNGPANDAN

DESA PERAWAS

Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Dusun Perawas Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung 5533413

Nomor : 792 /XII/PRW /2015

Perihal : Surat Balasan Penelitian

Perawas , 14 Desember 2015
Kepada Yth :

Universitas PGRI Yogyakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan menerangkan

bahwa mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, yang bernama :

Nama

No. Mahasiswa
Semester/Program Studi
Jurusan

Fakultas

Alamat Mahasiswa

Judul Penelitian

Waktu Penelitian

Tempat Penelitan

REZKA RIESTA

111 443 00025

VIII/PPKN

Pendidikan [lmu Pengetahuan Sosial
Keguruan dan Ilmu Pendidikan

J1. Magelang Bangunrejo

Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal
Terhadap UU No. 4 Tahun 2009 di Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Bangka Belitung

Bulan Agustus — September 2015

Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten

Belitung

Telah melaksanakan Penelitian di Desa kami, kami harap Informasi dan Penelitian ini bisa berguna
untuk kita semua, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui ,
%ﬁé{abﬁsa Perawas
//;\\;f\‘ T\ AN
S \

L7




107

o

s G N

Nama
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Pokok Mhs
Program Studi
Alamat Rumah

Nomor Telp. / HP.

BLANGKO KONSULTASI BI

FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

: RRE2kr RitsTIA

MBINGAN PENULISAN SKRIPSI

TTanung Pondan . 0% Apr 1997

[149%00025

. po¥A

JL- Magelans , Bangon rep -

0819 49400 495

Pembimbing v Syt Vandoly, sW. M H
Judul Skripsi : _Foodaton Bu¥om Poombarg T\man icadl Jernadap
‘ UupiXomor 4 fanve oo ~ T Dersa ?‘{'@‘%‘“f '
ccamton Tg pondan — Lawoperen — Delitvng T ovin 0
zangbn (Y ling -
No. Hari, tanggal Catatan/Komentar Pembimbing Tanda Tangan
Pembimbing

L, é“_‘wg,ym:
S

- Podlise W"’ » 2.
S WAV w:mm“‘j
(s gepel iy ).
__' Nairns /&,@‘"\/ ’/\?W/ W
e Sl
g PW...#, Jord s &, mobion
patrrklnn daba e ol e
Couhk . 87 rumsh -—;5\&»'}0»
Frwm k|
= g"/"wéw: 3 (ﬂomi /V}oMC
WAL dabud,

o T"WYM— Mﬂu &AA«,\

bl b ke oy |




Catatan/Kome! taPmbimbig

Tanda Tangan

“*LWF(»‘Q')

et
W et Wit folo

ey

Utu n
e W{w M Q)M/ﬂ
Rutullen Jokhas Wam
WM(MAOWPG;

w‘?

; g’{w'\,'g"” \/\ptfv 7 WT Reo Andla
h ‘BFwala
- 7/-«)/&“/(* Yw/- “&m*{uﬂa/ L'uuo(/_a_r
fortacl. | |
: u&%j&M iy \\,fﬁu‘
- M\s MRkl ) {/W/\AL/(
b Vo |
C‘T]W»ub\ L\M k(/)a/
*‘Dj I LY el "’T
V(@w\ Y (<
’/x* /wuu WM %

"J

)

\% \%

108



o

U s

Nama
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Pokok Mhs
Program Studi
Alamat Rumah

Nomor Telp. / HP.

109

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

REZKA Rigsiia
Tamung Yandan, 0> Apry 1993
N Y0002 g :

PrEn

i [ Mdgdory, f‘?ﬂnguww)o.

041949400 9%

Pembimbing Siget Hondoko, 5. MK
Judul Skripsi Fetadacon — Hypyr  fnanbang Jirah  Ticga) Jechadep
Ul f Tahwn 2009 D Desn  Peravos Il
Fecomang g pandon  Kapopaten Peltirg _ frovinn
bangpa P Ny . :
No. Hari, tanggal ‘Catatan/Komentar Pembimbing Tanda Tangan
Pembimbing

; M'l/ﬂmi
I

' Mw f/ P

(1o

- (ebe 6 hl o Lh U mo.n
W 186 wash Dokl )

-ty e o f 209 )

CA o Sk 9-64/(”\1/@&,0,- bnd
Jew funbeti Ky W'WA'J

) 5

=

3
3!
e

[esiltiten. oy o6 Sididilh.
YAkl dodal fnes ik 860
mteas bovo Y"} bk fuﬂznf‘“"-

i




No. Hari, tanggal Catatan/Komentar Pembimbing Tanda Tangan
Pembimbing
g |Gbh, w/ I
12 \ il

=

7|

110



111

DOKUMENTASI PENELITIAN PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI
DESA PERAWAS KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN
BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Gambar 1: Lahan bekas pengerukan tambang timah yang menjadi danau

Gambar 2 : alat dan pipa yang digunakan penambang dalam menghisap pasir dan
timah
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Gambar 3 : ada sekitar 3 lubang besar bekas pengerukan timah

Gambar 4 : kolong timah



ot
=
=l

mah

113



114




115

Gambar 9 : stock timah

Gambar 10 : timah



